
 

 
 

 
 
 

 
WALIKOTA PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

SALINAN 

 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 28 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PELAYANAN KESEHATAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA 

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PASURUAN, 

 
Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Melalui Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pada 
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 
Masyarakat perlu disesuaikan dengan ketentuan  
Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 
Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Pasuruan tentang Perubahan 
atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis 
Pusat Kesehatan Masyarakat; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5233); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 
2013; 

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi 
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 
2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 
Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program 
Jaminan Kesehatan: 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 
2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 
Kesehatan Nasional; 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 
2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan 
Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional 
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah; 

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/ 
Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis 
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang 
Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ 
Kota; 

20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2012 (Lembaran 

Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08); 
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota 
Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 02); 

22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 
(Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 34); 
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23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan 13); 

24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 55 Tahun 
2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Kesehatan; 

25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pelaksanan Pelayanan 
Kesehatan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis 
Pusat Kesehatan Masyarakat 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS  PERATURAN  WALIKOTA  PASURUAN  

NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI 

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Melalui Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Pada Unit 
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat diubah 
sebagai berikut:  
 
1. Ketentuan ayat (2) dan ayat  (3) Pasal 3 diubah, 

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 3 
 

(1) Tarif pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat 
pertama ditetapkan berdasarkan sistem 
pembiayaan kapitasi. 

(2) Pendapatan dari kapitasi BPJS kesehatan 
diterima oleh Bendahara Kapitasi Puskesmas 
dan dimanfaatkan sesuai komponen kapitasi. 

(3) Komponen kapitasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri dari pembayaran jasa 
pelayanan kesehatan dan dukungan biaya 
operasional pelayanan. 
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2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 4 
 

(1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa 
pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) untuk tiap Unit 
Pelaksana Teknis Puskesmas ditetapkan 
sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan 
dana kapitasi. 

(2) Alokasi dana kapitasi untuk dukungan 
operasional pelayanan kesehatan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3) ditetapkan sebesar selisih dari besaran 
dana kapitasi dikurangi besaran alokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2)  dapat ditetapkan setiap 
tahun dengan Keputusan Walikota atas 
usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan 
mempertimbangkan: 
a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan 

bahan medis habis pakai; 
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan 

dalam rangka mencapai target kinerja di 
bidang upaya kesehatan perorangan; dan 

c. besaran tunjangan yang telah diterima 
dari Pemerintah Kota. 
 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 5 

 
(1) Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya 

operasional pelayanan kesehatan 
dimanfaatkan untuk: 
a. pengadaan obat, alat kesehatan, dan 

bahan medis habis pakai; dan 
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan 

lainnya. 
(2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan 

medis habis pakai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan 

melalui Dinas Kesehatan dengan mem-
pertimbangkan ketersediaan obat, alat 
kesehatan dan bahan medis habis pakai yang 
dialokasikan oleh Pemerintah dan 
Pemerintah Kota. 
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(3) Kegiatan operasional pelayanan kesehatan 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, meliputi: 
a. upaya kesehatan perorangan berupa 

kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif lainnya; 

b. kunjungan rumah dalam rangka upaya 
kesehatan perorangan; 

c. operasional untuk UPT Puskesmas 
keliling; 

d. bahan cetak atau alat tulis kantor; 
dan/atau 

e. administrasi keuangan dan sistem 
informasi. 

 
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 13 

 
(1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa 

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (1) dimanfaatkan untuk 
pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi 
tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan 
yang melakukan pelayanan di UPT 
Puskesmas dengan mempertimbang-kan 
variabel: 
a. jenis ketenagaan dan atau jabatan; dan 

b. kehadiran. 
(2) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dinilai sebagai berikut: 
a. tenaga medis, diberi nilai 150; 
b. tenaga apoteker atau tenaga profesi 

keperawatan (Ners), diberi nilai 100; 
c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi 

nilai 60; 
d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, 

tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga 
kesehatan di bawah D3 dengan masa 
kerja lebih dari 10 tahun diberi nilai 40; 

e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi 
nilai 25; dan 

f.    tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi 

nilai 15. 
(3) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dan huruf b yang merangkap tugas 
administrasi sebagai Kepala UPT Puskesmas, 
Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana 
Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30; 
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(4) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, dinilai sebagai berikut: 
a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin 

per hari; dan 
b. terlambat hadir atau pulang sebelum 

waktunya yang diakumulasikan sampai 
dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin. 

(5) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau 
penugasan ke luar oleh Kepala UPT 
Puskesmas dikecualikan dalam penilaian 
kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4). 

(6) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh 
masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga 
non kesehatan dihitung dengan 
menggunakan formula sebagai berikut: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 14 

 
(1) Pembayaran kapitasi diberikan melalui UPT 

Puskesmas dengan cara sebagai berikut: 
a. UPT Puskesmas membuka rekening dana 

kapitasi JKN melalui Bendahara Dana 
Kapitasi yang diusulkan oleh Kepala 
Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota; 

b. BPJS Kesehatan mentransfer dana 
kapitasi ke rekening dana kapitasi UPT 
Puskesmas yang telah ditetapkan oleh 
Walikota; dan  

c. BPJS Kesehatan membayarkan dana 
kapitasi paling lambat tanggal 15 setiap 
bulan. 

(2) Pembayaran tarif non kapitasi diberikan 

melalui Dinas Kesehatan dengan cara sebagai 
berikut: 
a. tagihan pelayanan dengan tarif non 

kapitasi diajukan oleh UPT Puskesmas ke 
Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 5 
bulan berikutnya; 

Jumlah nilai yang diperoleh seseorang 

----------------------------------------------------  x Jumlah dana jasa pelayanan 

Jumlah nilai seluruh tenaga 

 

Keterangan: 

Jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel jenis ketenagaan dan/ atau 

jabatan ditambah nilai variabel kehadiran 
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b. Dinas Kesehatan merekapitulasi tagihan 
pelayanan dengan tarif non kapitasi dari 
UPT Puskesmas dan menyampaikan 
tagihan ke BPJS Kesehatan paling lambat 
tanggal 10 bulan berikutnya; 

c. BPJS Kesehatan melakukan verifikasi 
tagihan yang diajukan, dan setelah 
disetujui, pembayaran ditransfer ke 
rekening Dinas Kesehatan; dan 

d. Dinas Kesehatan membayarkan jasa 
pelayanan kepada UPT Puskesmas sesuai 
hak UPT Puskesmas. 

 
6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 

(satu) pasal pada Bab VI, yakni Pasal 15A yang 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 15A 

 
(1) Pembayaran kapitasi dari BPJS Kesehatan 

kepada masing-masing UPT Puskesmas 
dilakukan mulai bulan Juni 2014 setelah 
Unit Pelaksana Teknis Puskesmas membuka 
nomor rekening dana kapitasi. 

(2) Dana kapitasi mulai bulan Januari 2014 
sampai dengan Mei 2014 yang telah masuk 
ke Kas Daerah dipergunakan sesuai 
ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 
20 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Melalui 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat 
Kesehatan Masyarakat. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatan dalam Berita Daerah Kota Pasuruan. 

 
 

Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal 30 Mei 2014 
 
WALIKOTA PASURUAN, 

 
Ttd, 

 
HASANI 
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Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 30 Mei 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
 

Ttd, 
 

BAHRUL ULUM 
 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 28 
 

 
 
 

SALINAN 
Sesuai dengan aslinya 

 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

Ttd, 
 

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi 

Pembina Tk. I 
NIP. 19681027 199403 1 008 
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